
SALINAN 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR 9 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

 

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan 
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan 
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daera.h 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Mengin gat 	 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
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Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 86 Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur 86 
Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran. Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 	Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6485); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil. Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan. Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 155); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 	Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adiministrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 616); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/ PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat 
dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan; 

43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/ PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 
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44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/ PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Menangani Pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 377); 

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil 
Bupati Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C); 

48. Peraturan. Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 
Nomor 6); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 3); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 4); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 11) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 2); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13); 
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54. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2011 Nomor 17); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 6); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 1); 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4); 
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61. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2017 Nomor 5); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 5); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pe1aksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2020 Nomor 8 ). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

Dan 

BUPATI PONOROGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.376.735.621.691,45 
berkurang sejumlah Rp. 157.206.900.526,93 sehingga menjadi sebesar Rp. 2.219.528.721.164,52 dengan rincian 
sebagai berikut : 
1. Pendapatan 

a. Semula 	 Rp 2.376.735.621.691,45 

b. Berkurang 	 Rp 	157.206.900.526,93  

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 	 Rp 2.219.528.721.164,52 
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2. Belanja 

a. Semula 	 Rp 2.439.280.432.343,45 

b. Bertambah 	 Rp 	20.195.920.894,53  

Jumlah Belanja setelah Perubahan 	 Rp 2.459.476.353.237,98 

Defisit setelah Perubahan 	 Rp (239.947.632.073,46) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1). Semula 	 Rp 	62.544.810.652,00 

2). Bertambah 	 Rp 	180.602.821.421,46  

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 	 Rp 243.147.632.073,46 

b. Pengeluaran 

1). Semula 	 Rp 	 0,00 

2). Bertambah 	 Rp 	3.200.000.000,00  

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 	 Rp 	3.200.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan 	 Rp 239.947.632.073,46 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan 	 Rp 	 0,00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1). Semula 	 Rp 	295.144.564.691,45 

2). Berkurang 	 Rp 	28.678.776.039,93  

Jumlah Pendapatan Ash Daerah setelah Perubahan 

b. Dana Perimbangan 

1). Semula 	 Rp 1.548.172.191.000,00 

2). Berkurang 	 Rp 	142.174.914.875,00  

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan 

Rp 266.465.788.651,52 

Rp 1.405.997.276.125,00 



c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 
1). Semula 
2). Bertambah 

Rp 	533.418.866.000,00 
Rp 	13.646.790.388,00 

  

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan 	Rp 547.065.656.388,00 

(2) Pendapatan Ash Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah 
1). Semula 	 Rp 	87.199.564.691,45 

2). Berkurang 	 Rp 	(8.555.519.691,45)  

Jumlah Pendapatan Ash Daerah setelah Perubahan 	 Rp 	78.644.045.000,00 

b. Retribusi Daerah 
1). Semula 	 Rp 	18.150.000.000,00 

2). Berkurang 	 Rp 	(5.928.790.964,50)  

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan 	 Rp 	12.221.209.035,50 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1). Semula 
2). Bertambah/berkurang 

Rp 	1.041.966.000,00 
Rp 	 0,00  

  

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah 	Rp 	1.041. 966.000,00 
Perubahan 

d. Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang sah 
1). Semula 	 Rp 	188.753.034.000,00 

2). Berkurang 	 Rp 	(14.194.465.383,98)  

Jumlah lain-lain Pendapatan Ash Daerah 	 Rp 	174.558.568.616,02 
yang sah setelah Perubahan 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan 

a. Dana Bagi Hasil 
1). Semula 	 Rp 	70.397.047.000,00 

2). Bertambah 	 Rp 	14.208.511.125,00  

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan 	 Rp 	84.605.558.125,00 
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b. Dana Alokasi Umum 

1). Semula 	 Rp 1.101.498.854.000,00 

2), Berkurang 	 Rp 	99.635.177.000,00  

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan 

c. Dana Alokasi Khusus 

1). Semula 	 Rp 	376.276.290.000,00 

2). Berkurang 	 Rp 	56.748.249.000,00  

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan 

Rp 1.001.863.677.000,00 

Rp 319.528.041.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan : 

a. 1-libah 

1). Semula 	 Rp 	67.505.600.000,00 

2). Bertambah 	 Rp 	3.952.800.000,00  

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan 

b. Dana Bagi Hasil Pajak 

1). Semula 

2). Berkurang 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

1). Semula 

2). Bertambah 

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus setelah Perubahan 

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya : 

1). Semula 	 Rp 	9.240.000.000,00 

2). Bertambah 	 Rp 	20.892.515.500,00  

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari 
Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan 

Rp 
	

145,160.172.000,00 

Rp 
	

16.251.791.112,00 

Rp 
	

311.513.094.000,00 

Rp 
	

5.053.266.000.00 

Rp 	71.458.400.000,00 

Rp 128.908.380.888,00 

Rp 316.566.360.000,00 

Rp 	30.132.515.500,00 
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Pasal 3 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : 

a. Belanja-Belanja Tidak Langsung 

1). Semula 	 Rp 1.555.372.058.238,30 

2). Berkurang 	 Rp 	52.935.200.594,64  

Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan 	 Rp 1.502.436.857.643,66 

b. Belanja-Belanja Langsung 

1). Semula 	 Rp 	883.908.374.105,15 

2). Bertambah 	 Rp 	73.131.121.489,17  

Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan 	 Rp 957.039.495.594,32 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah 

1). Semula 

2). Berkurang 

Rp 

Rp 

947.692.982.938,30 
42.355.984.324,50 

b. 

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 

Belanja Bunga 

Rp 905.336.998.613,80 

1). Semula Rp 0,00 

2). Bertambah Rp 2.370.000.000,00 

c. 

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan 

Belanja Subsidi 

Rp 2.370.000.000,00 

1). Semula Rp 0,00 

2). Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00 

d. 

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan 

Belanja Hibah 

Rp 0,00 

1). Semula Rp 99.028.914.300,00 

2). Bertambah Rp 177.541.600,00 

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 99.206.455.900,00 



(3) 
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e. Belanja Bantuan Sosial 

1). Semula 	 Rp 

2). Bertambah 	 Rp 

30.011.071.000,00 

177.480.000,00 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan 

f. Belanja Bagi Hasil 

1). Semula 	 Rp 

Rp 

9.330.000.000,00 

30.188.551.000,00 

2). Berkurang 	 Rp 469.460.530,00 

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan 

g. Belanja Bantuan Keuangan 

1). Semula 	 Rp 

Rp 

464.309.090.000,00 

8.860.539.470,00 

2). Berkurang 	 Rp 46.903.230.440,00 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan 

h. Belanja Tidak Terduga 

1). Semula 	 Rp 

Rp 

5.000.000.000,00 

417.405.859.560,00 

2). Bertambah 	 Rp 34.068.453.099,86 

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 39.068.453.099,86 

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja 

a. Belanja Pegawai 

1). Semula 	 Rp 	23.505.594.252,00 

2). Berkurang 	 Rp 163.246.425,00 

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1). Semula 	 Rp 

Rp 

496.238.061.498,90 

23.342.347.827,00 

2). Berkurang 	 Rp 13.719.184.502,15 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 482.518.876.996,75 
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c. Belanja Modal 

1). Semula 	 Rp 	364.164.718.354,25 

2). Bertambah 	 Rp 	87.013.552.416,32  

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan 

Pasal 4 

Rp 451.178.270.770,57 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 62.544.810.652,00 

1). Semula 	 Rp 	62.544.810.652,00 

2). Bertambah 	 Rp 	180.602.821.421,46  

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 	 Rp 243.147.632.073,46 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00 

1). Semula 	 Rp 	 0,00 

2). Bertambah 	 Rp 	3.200.000.000,00  

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 	 Rp 	3.200.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. SILPA tahun anggaran sebelumnnya sejumlah Rp. 62.244.810.652,00 

1). Semula 	 Rp 	62.244.810.652,00 

2). Berkurang 	 Rp 	19.397.178.578,54  

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnnya setelah Perubahan 	 Rp 	42.847.632.073,46 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 

1). Semula 	 Rp 	 0,00 

2). Bertambah/(berkurang) 	 Rp 	 0,00  

Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan 	 Rp 	 0,00 
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c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00. 

1). Semula 	 Rp 	 0,00 
2). Bertambah/(berkurang) 	 Rp 	 0,00  

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 	 Rp 	 0,00 
yang dipisahkan setelah Perubahan 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 

1). Semula 	 Rp 	 0,00 
2). Bertambah 	 Rp 	200.000.000.000,00  

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan 	 Rp 200.000.000.000,00 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00 

1). Semula 	 Rp 	 0,00 
2). Bertambah/(berkurang) 	 Rp 	 0,00  

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan 	Rp 	 0,00 
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 300.000.000,00 

1). Semula 	 Rp 	300.000.000,00 
2). Bertambah/(berkurang) 	 Rp 	 0,00  

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan 	 Rp 	300.000.000,00 

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 
1). Semula 	 Rp 	 0,00 
2). Bertambah/ (berkurang) 	 Rp 	 0,00  

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan 	 Rp 	 0,00 
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0,00 

1). Semula 	 Rp 	 0,00 
2). Bertambah 	 Rp 	3.200.000.000,00 

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) 	 Rp 3.200.000.000,00 
Pemerintah Daerah setelah Perubahan 

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00 
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1). Semula 

2) . Bertambah / (berkurang) 

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang 
yang jatuh tempo setelah Perubahan 

d. Pemberian Pinjaman. Daerah sejumlah Rp. 0,00 

1). Semula 

2) . Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan Rp 	 0,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2020 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari 

Rp 
	

0,00 

Rp 
	

0,00 

Rp 
	

0,00 

Rp 
	

0,00 

Rp 
	

0,00 

Ringkasan Perubahan APBD; 

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat 
Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 

Lampiran I 

Lampiran II 

Lampiran III 

Lampiran IV 

Lampiran V 

Lampiran VI 

Lampiran VII 

Lampiran VIII 

Lampiran IX 

Lampiran X 
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Lampiran XI 
	

Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan 
Kembali Tahun Anggaran Ini; 

Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; 

Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tabun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 1 Oktober 2020 

Pit. BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. SOEDJARNO 
Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 01-10-2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD 

AGUS PRAMONO 



RTIYA 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 10. 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR : 190 - 9 / 2020 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR 
NIP. 1•:41•07199303 1 008 
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